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Penetapan tarif ruang rawat inap kelas |11 RSUD Palembang Bari selamaini belum memiliki keseragaman
metode, sehingga dalam kebijakan penetapan tarif ruang rawat inap (ranap) kelas 111 untuk gakin memakai
PPE sedangkan untuk pasien umum memakai Perda kota Palembang tanpa memperhitungkan dan
menganalisa biaya satuan |ayanan. Bagaimana metode penetapan tarif ranap kis 11 di RSUD Palembang
Bari biladilihat dengan analisa biaya yang berbasis aktifitas, maka dilakukan suatu penelitian/studi tentang
hal ini.

Penelitian ini adalah penelitian non eksperimental (survey) yang bersifat deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder dari bagian keuangan dan catatan medis RSUD
Palembang Bari dan data primer didapat dengan wawancara mendalam. Perhitungan dan analisis biaya
satuan layanan dilakukan dengan metode pengal okasian biaya berdasarkan aktivitas (activity based costing)
sedangkan kebijakan tarif ruang rawat inap kis I11 ditetapkan sesuai dengan biaya satuan layanan.

Hasil penelitian menunjukkan penetapan tarif ruang rawat inap kis 111 di RSUD Palembang Bari (BOR
32.83 % tahun 2002) dengan menggunakan biaya satuan layanan yang berbasiskan aktifitas adalah tarif
ranap kis 11l rata-rata sebesar Rp 77.938 dengan rincian tarif ranap kis I11 Anak sebesar Rp 62.540. tarif
ranap kis 111 Kebidanan sebesar Rp 165.742 dan tarif ranap kis 111 Perawatan Umum sebesar Rp 61.000, hal
ini lebih besar dari tarif yang ditetapkan padaranap kis 111 sebesar Rp 10.000.

Sehingga untuk tahun 2002, Pemda K ota Palembang telah mensubsidi pasien yang menggunakan ranap kis
I11 sebesar Rp 260.545.964, dimana sebesar Rp 107.981.610 diberikan pada pasien umum yang bukan gakin.
K esalahan pemberian subsidi ini akan meningkat bila disimulasikan dengan BOR 80 % (normatif, di isi
semua oleh pasien umum) sebesar Rp 205.454.996.

Hasil penelitian ini diharapkan merupakan informasi awal dan dapat ditindaklanjuti oleh RSUD Palembang
Bari, Dinas Kesehatan Kota Palembang, Dinas Pendapatan Dagerah K ota Palembang, Walikota Palembang
serta DPRD Kota Palembang.

<hr><i>Tariff Analysisfor Poverty in In-Patient Unit at RSUD Palembang Bari, in 2002RSUD Palembang
Bari has been applied various methods for coming to a decision for the in-patient tariff in class 1. The
hospital has been exercised Essential Service Package (PPE) for poverty group aswell as for regular patient
using local government policy without analyzing its unit cost. Due to the situation, this study is conducted in
order to evaluate how tariff for the inpatient unit in RSUD Palembang Bari may be analyzed using unit cost
analysis.
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This non experimental (survey) research is descriptive using qualitative approach. Data provided is divided
into two types: secondary and primary data. Secondary datais presented from hospital's financial
department and medical record. Primary datais provided using in-depth interview. Unit Cost analysis
employs activity based costing method, while tariff for class 111 will be analyzed based on unit cost per
services.

Research has indicated that the inpatient unit should consider the average tariff for class 11l is Rp. 77.938,-
including Rp. 62.540 for pediatric and Rp. 165.742,- for the obsgyn and Rp. 61.000,- . This number is more
than the existing tariff which is Rp. 10.000,-.

This eventually causes high number of cost subsidizing the non poverty patient which is Rp. 107.981.610
out of Rp. 260.545.964 cost of services. Assuming 80% of BOR, government may subsidize the non poverty
group of Rp. 205.454.969,-.

Hopefully, this research may become the initial information as well as following up decision by RSUD
Palembang Bari, Dinas Kesehatan K ota Palmbang, Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang, Walikota
Kota Palembang and DPRD K ota Palembang.</i>



